BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Internet Banking di BRI se-
Tulungagung dalam perspektif UU No. 10 tahun 1998

Untuk memberikan perlindungan hukum pada nasabah pengguna
fasilitas internet banking, undang-undang nomor 10 tahun 1998
mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan
mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan
dalam bank yang bersangkutan. Amanat undang-undang nomor 10 tahun
1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkan undang-undang
nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.' Didalam
landasan undang-undang yang lebih digunakan BRI Tulungagung dalam
internet banking adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Undang-undang terkait tesis ini dimana kegiatan internet banking pada
khususnya dan penggunaan sarana elektronik lainnya dalam perbankan di
Indonesia dimungkinkan oleh adanya pasal 6 (n) bahwa bank dapat
melakukan kegiatan usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

perundangan yang berlaku. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini

'pasal 37 B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
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yang secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan nasabah

pengguna internet banking adalah sebagai berikut:?

1.

Adanya kewajiban bank untuk memelihara kesehatan dengan
memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen,
rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan baik.
Pemberian kredit dan kegiatan usaha bank yang dilakukan wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan
nasabah. Kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang
dilakukan melalui bank.

Kewajiban untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia segala
keterangan dan penjelasan mengenai kegiatan usahanya menurut tata cara
yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga
perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.
Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang
disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk
melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada
bank.

Kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya, baik dana maupun asset lainnya. Kecuali

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42,

*Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
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Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-undang Perbankan nomor 10
tahun 1998. Pelanggaran oleh pihak yang tanpa membawa perintah
tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa
bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan rahasia bank
atau pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank,
atau terafiliasi terhadap ketentuan Rahasia Bank tersebut di atas diancam
dengan pidana.

5. Kewajiban bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain
adanya pengaturan mengenai penyelesaian nasabah dan mediasi perbankan
dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Untuk mengetahui permasalahan apa
yang akan diselesaikan pihak bank BRI tentunya harus mengetahui
pengaduan nasabah. Pengaduan didefinisikan  sebagai  ungkapan
ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain
operator sibuk, jaringan terganggu dan lupa user id serta password. Berbagai
masalah diatas bisa saja menimbulkan potensi kerugian financial pada
Nasabah yang diduga karenakesalahan atau kelalaian bank kecuali dalam
problem kelupaan user id dan password.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengamanatkan
dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pihak bank menjamin
keamanan dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang berarti transaksi

internet banking juga bisa dapat perlindungan hukum yang membuat rasa
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nyaman bagi nasabah pengguna. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, turut aktif dalam
memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) antara lain merumuskan dan menetapkan
kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjamin
simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas system perbankan serta merumuskan, menetapkaan, dan
melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak
sistemik. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.
Point penting lainnya hak dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah
melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi data nasabah yang
terjadi maslaah.

Prosedur perlindungan hukum bagi nasabah dan bank (penjaminan)
oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan pasal 9 undang-
undang nomor 24 tahun 2004 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8,
setiap bank wajib:®
1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank.

b. Salinan dokumen perizinan bank.

c. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang dilengkapi dengan data

pendukung.

3Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI wajib menjadi peserta
penjaminan.



135

d. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham
bank.*

2. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari
modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fisikal sebelumnya atau
dari modal disetor bagi bank baru.

3. Membayar premi penjaminan
Premi penjaminan dibayarkan dua kali dalam satu tahun untuk
pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, pembayaran
periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.®

Jadi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki fungsi sebagai loss
minimizer sesuai mandat undang-undang yaitu turut aktif memelihara sistem
internet banking dengan cara mengatur dan mengawasi keamanan.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrument penting untuk menekan

perbankan sebagai pihak penyedia fasilitas internet banking dalam

pengambilan risiko. Bila hal ini tidak dijadikan sebagaimana mestinya akan
dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan system transaksi internet
banking secara keseluruhan. Dengan demikian, maka system perlindungan
hukum nasabah seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dilengkapi

dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik

*Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana yang dimaksud
peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

*Kontribusi kepesertaan hanya dibayar satu kali pada saat bank menjadi peserta
penjaminan.

®Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh
nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.
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meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali misalnya seperti
gangguan hacker dan para penipu terutama di internet banking.

Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan jawaban
perlunya reformasi sistem penjaminan yang semula bersifat blanket guarantee
menjadi limited guarantee. Tentunya ada alasan dengan prospek perbankan
tentunya sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS, maka pihak
perbankan sebagai penyedia fasilitas internet banking menjadi terlindungi
karena semuanya telah jelas dan pasti kepada nasabah pengguna fasilitas
internet banking bahwa simpanan serta dana yang digunakan bertransaksi
lewat internet banking aman untuk dioperasikan. Demikian pula halnya
apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada
sistem dan kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Itu semua akan
memberikan sinyal bahwa bank sebagai industry kepercayaan akan tetap

terjamin.

Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna internet banking di BRI se-
Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum nasabah
pengguna internet banking di BRI se-Tulungagung adalah dalam lingkup
muamalah. Yang peneliti maksud muamalah disini adalah hukum amaliah
selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang yang sudah dewasa
(mukallaf) antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam
keluarga maupun bermasyarakat. Ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah

muamalah tidak terbatas pada yang pokok-pokok saja, namun terbuka



137

sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad sedangkan dalam ibadah tidak
mungkin  dilakukan modernisasi maka dalam muamalah sangat
memungkinkan untuk dilakukan modernisasi seperti dalam bidang
perlindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas internet banking ini.

Adapun ayat Al-Qur’an yang terkait perlindungan hukum bagi
nasabah internet bankingantara lain:

Al-Maidah ayat 1:’
(S

2 z P z
\/:,: . & /?i’ﬂﬂ/ A - @ % 2a7e ff,9°~,«// N A |
B G ) aaTAL STELT 5,anll il e il gl

-

> _geg %6 s

2 £ - o w8 - 2 >

03 G S AT o aoly lll U2 2e 2SCle

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.

Tafsir dalam ayat ini (1) termasuk dalam janji yang harus dipenuhi
dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqd
(bentuk jamak dari 'aqd ['janji’, 'perjanjian’]) yang digunakan dalam ayat ini,
pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata ‘'aqd itu sendiri
mengandung arti 'penguatan’, 'pengukuhan’, berbeda dengan ‘'ahd (‘janji’,
‘perjanjian’) yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya
memenuhi kehendak pribadi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-
Qur'an lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada undang-

undang positif. Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh.Sebab, dalam Islam

’D.B. Mirchandani, The Holy Qur’an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language,
(Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 88
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terdapat hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian.Tidak ada
hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci
daripada ayat ini mengenai pentingnya memenuhai dan menghormati janji.

Bila dianalogikan kedalam transaksi internet banking, awal adanya
transaksitersebut tentunya para pihak sudah terjadi kesepakatan atau janji
misalkan jual-beli barang dagangan. Maka ayat ini mengutus agar para pihak
menepati transaksi atau janji transfer yang seharusnya dilakukan sesuai yang
disepakati. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah
dijanjikan kepada pihak lain di masa yang akan datang. Orang yang menepati
janji di masa yang akan merupakan suatu kewajiban sesuai surat al-maidah
ayat 1 diatas. Menepati janji adalah suatu sifat terpuji yang menunjukkan
keluhuranbudi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat
mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan.

Jadi analogi antara perlindungan hukum nasabah pengguna fasilitas
internet banking dengan hukum islam sudah sesuai dengan konsepsi hukum
Islam dalam akad perjanjian As-syirkah yaitu ikatan kerjasama antara orang-
orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Analogi ini cocok
dengan transaksi Internet Banking karena antara satu pihak dengan pihak
yang lain mengupayakan saling menguntungkan.

Hadis mengenai As-syirkah peneliti mencantumkan hadits qudsi dari
Abu hurairah radiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,” Artinya: Allah
SWT telah berfirman: Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra

selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah
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satu dari keduanya telah mengkhianatinya, maka Aku keluar dari
perkongsian itu.?

Para pihak yang selalu terpercaya dalam melakukan transaksi internet
banking mereka memiliki sikap amanah karena bia saja mereka berkhianat
sebab transaksinya dilakukan secara online, tanpa berhadap-hadapan secara
langsung. Manfaat memiliki sikap amanah adalah terbebas dari tuntutan
pertanggung jawaaban dunia maupun akherat, mendapat kepercayaan dari
pihak lain yang akan melakukan transaksi dengannya dikemudian hari,
menjadi pribadi yang berwibawa dan selalu mendapatkan prangsangka baik
dari orang lain, terhindar dari dosa besar karena orang yang mengingkari janji
adalah sikap kemunafikan. Manfaat memiliki sikap amanah lainnya ialah
digolongkan kelompok nabi Muhammad SAW yang berakhlak mulia,
menepati janji wujud memuliakan, menghargai, dan menghormati manusia,
serta pemegang amanah merupakan golongan orang yang berakal.

Dan ayat Al-Qur’an lain

Al-Ashr ayat 2-3 :°
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Artinya: 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran.

8(H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).
°D.B. Mirchandani, The Holy Qur’an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language,
(Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 486s
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Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah mengerjakan kebajikan
kelak bisa membawa kita kepada kesejahteraan dan surga termasuk dengan
perlindungan hukum dan menghormati hak-hak orang lain misalnya klien
atau nasabah kita.

Syaikh Muhammad Abduh menerangkan di dalam tafsir juzu’ Amma
pada ayat 2 surat Al-Ashr “sesungguhnya manusia itu adalah di dalam
kerugian.” Didalam masa yang dilalui itu nyatalah bahwa manusia hanya rugi
selalu.Dalam hidup melalui masa itu tidak ada keuntungan sama-sekali.
Hanya rugi jua yang yang didapati, sehari mualai lahir ke dunia di hari dan
sehari itu usia sudah kurang satu hari. Setiap hari dilalui, sampai hitungan
bulan dan tahun, dari muda ke tua, hanya kerugian jua yang dihadapi.Di
waktu kecil senanglah badan dalam pangkuan ibu, itu pun rugi karena belum
merasai hidup.Setelah mulai dewasa bolehlah berdiri sendiri, beristeri atau
bersuami. Namun kerugian pun telah ada, sebab hidup mulai bergantung
kepada tenaga dan kegiatan sendiri, tidak lagi ditanggung orang lain.*

“Kecuali oaring yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan
dipersungguh dengan sabar’(pangkal ayat 3). Yang tidak akan merasakan
kerugian dalam masa hanyalah orang-orang yang beriman dan orang yang
melakukan segala sesuatu pada jalur kebajikan dan keadilan. Orang-orang
yang mempunyai kepercayaan bahwa hidupnya ini adalah atas kehendak
Yang Maha Kuasa.Manusia datang ke dunia ini sementara waktu namun masa

yang sementara itu dapat diisi dengan baik karena ada kepercayaan, ada

10 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 12
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tempat berlindungan.Iman menyebabkan manusia insaf dari mana
datangnya.lman menimbulkan keyakinan bahwasannya sesudah hidup yang
sekarang ini ada lagi hidup (akhirat).*

Dari surat Al-Ashr pada ayat 3 diatas kita mengambil hikmah
bahwasannya dalam melakukan transaksi guna memperoleh keuntungan harus
kita lakukan secara adil dan melangkah tetap pada jalur kebajikan. Jalan itu
kita ambil karena sadar adanya kehidupan di akhirat yang merupakan
kehidupan pertanggung jawaban tingkah laku kita semasa makhluk hidup di
dunia ini.Kalau kita beramal shalih di masa hidup, namun setelah kita mati
kenangan baik kita tetap hidup terkenang masa.Kadang-kadang kenangan
perilaku kebajikan kita itu lebih lama dari pada masa hidup jasmani Kita
sendiri. Dan sebagai mu’min kita percaya bahwa disisi Allah SWT amalan
kebajikan yang kita tinggalkan itulah kekayaan yang akan kita hadapkan ke
hadapan Hadirat llahi. Berikutnya penyusun akan menyantumkan ayat lain
yang menyangkut perlindungan hukum.

Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 26:*

s 857
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Artinya: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah
mengadakan tidu-daya, maka Allah menghancurkan rumah-
rumah mereka mulai pondasinya,lalu atap (ruamah itu) jatuh
menimpa mereka dari atas, dan siksa itu dating kepada mereka
dari arah yang tidak mereka sadari.

"Ibid, hal. 14
2 D.B. Mirchandani, The Holy Qur’an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian
language, (Jakarta: Lautan Lestari, 2002), hal. 219
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Surat An-Nahl diatas memperingatkan secara tegas bahwasannya
orang yang yang malakukan tipu-daya akan mendapat balasan yang sangat
pedih dari Yang Maha Kuasa. Maka dalam bertransaksi melalui internet
banking ini semua pihak harus menghindari tipu-daya, unsur maisir maupun
unsur ghoror agar terhindar dari siksaan Allah. Mungkin menipu atau meng-
hack user id internet banking milik sanabah dan mencuri dana yang ada di
rekeningnya kelihatannya untung namun itu perbuatan curang yang akan
dibalas siksaan oleh Allah SWT di akhirat kelak.

Tafsir Quraish Shihab pada surat An-Nahl ayat 26 menerangkan
sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan maker,
yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh raja Namrudz; ia membangun
sebuah pencakar langit, lalu ia menaikinya dengan maksud untuk memerangi
penduduk langit (maka Allah menghancurkan) bertujuan untuk
menghancurkan (rumah-rumah mereka dari pondasinya) untuk itu maka Allah
mengirimkan angin topan dan gempa bumi yang keras sehingga hancur
leburlah apa yang telah mereka bangun tiu (lalu atap rumah-rumah mereka
jatuh menimpa mereka dari atas) artinya mereka ada di bawahnya lalu
tertimpa hal tersebut (dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang
tidak mereka sadari) artinya azab itu datang kepada mereka dari arah yang
tidak mereka duga sebelumnya. Akan tetapi menrurut pendapat yang lain
dikatakan bahwa ini hanya tamtsil tentang dibinasakannya maker mereka

yang telah direncakan sebelumnya terhadap rasul.*® Berikutnya penyusun

3 Wisnu Manupraba, Tafsirg.com
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akan menyantumkan beberapa dalil hadist yang ada kaitannya tentang
keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW juga sering membahas dan
mementingkan masalah hukum. Ketegasan Rasulullah  SAW dalam masalah
hukum bisa kita lihat dalam sebuah kisah yaitu ketika orang-orang Quraisy
disusahkan dengan seseorang perempuan Makhzumy (Fatimah binti al-
Aswad) yang mencuri, kemudian dibawalah perempuan tersebut ke hadapan
Rasulullah SAW untuk menjalani hukuman yaitu potong tangan. Tetapi ada
beberapa orang yang merasa iba dan meminta tolong kepada Usamah bin
Zaid untuk memohon kepada Rasulullah SAW agar meringankan
hukumannya, maka bersabda Rasulullah SAW kepada Usamah, “Apakah
kamu mau menolong (untuk menghindari) hukum Allah?” Kemudian

Rasulullah SAW berdiri dan berkhotbah:*
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Artinya: Sungguh rusak orang-orang sebelum kalian, bahwa yang
terjadi pada mereka adalah jika ada orang mulia berbuat
mencuri maka mereka meninggalkannya (tidak dihukum),
tetapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka
hukum mereka tegakkan. Demi Allah, seandainya Fathimah
binta Muhammad mencuri, maka aku potong tangannya.™

% Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2005), hal. 17

> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 2(Jakarta: Pustaka
Azzam, 2000), hal. 52
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Dalil diatas menunjukkan bahwa dimata hukum seharusnya semua
pihak diperlakukan secara sama tanpa memandang fisik rupawan, status
social, dan lainnya. Menyampaikan hukum secara benar dan tegas pada
siapapun dan dalam kondisi apapun memang memerlukan keberanian yang
tinggi. Sikap dan tindakan Rasulullah SAW hendaknya menginspirasi para
pihak yang bertransaksi memalui internet banking agar selalu menjaga hak
orang lain dan menghindari toubel seperti tipu daya yang mengakibatkan
kerugian serius kepada kedua pihak. Karena perilaku dan transaksi apapun
yang diutamakan kesejahteraan dalam menjalankan amanat agama.Ketika kita
melihat salah satu pihak yang melakukan curang atau berbuat salah tidak
seharusnya didiamkan saja apalagi menyetujuinya, tetapi harus ada tindakan
mencegah dengan hikmah dan pitutur yang baik dan mengarahkan pada
kebenaran.

Dalam kaidah ushuliah fighiyah dijelaskan bahwa:
e @La.d\ P 3
Artinya: Kemaslahatan bagi manusia atau kebaikan bagi umat.

Pada prinsipnya, umat Islam terkait dengan syarat-syarat yang mereka
tetapkan kecuali selama syarat ini tidak menghalalkan yang haram atau
mengharamkan yang halal.Maka di Indonesia terdapat Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan
kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sudah dianggap
sah untuk menjadi penjamin perlindungan hukum bagi nasabah pengguna

fasilitas internet banking.
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Penjaminan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
kepada perlindungan hukum nasabah internet banking dapat disamakan
dengan kafalah. Menurut Dewan Syariah (DSN), kafalah adalah jaminan yang
diberikan oelh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful’anhu, ashil).
Sementara itu, menurut Bank Indonesia kafalah adalah akad pemberian
jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana
pemberi jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu
untang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).*

Persamaan penjaminan perlindungan hukum kepada nasabah internet
banking di BRI se-Tulungagung sesuai dengan kafalah dapat dilihat dari
syarat-syarat dan pelaksanaannya. Sebagaimana yang tertera dalam 1694
Kitab Undang-undang Hukum (KUH) perdata, transaksi internet banking dan
penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk
tabunagn, giro, deposito pada awalnya adalah perjanjian penitipan, bahwa
barang titipan tersebut apabila digunakan dan dinikmati hasilnya oleh yang
dititipi maka pihak yang dititipi dalam hal ini bank harus mengganti lengkap
dengan hasil yang telah disepakati.

Transaksi internet banking akan berjalan dengan lancar dan nyaman
apabila jelas ada perlindungan hukumnya yang diatas sudah dijelaskan bahwa
ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin operasional internet

banking. Dalam bertransaksi internet banking misalnya dalam jual beli dan

®Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2014), hal. 378
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melakukan transfer tentu kedua belah pihak melakukan transaksi atas dasar
suka rela atau tanpa intimidasi serta grativikasi dari pihak manapun ini bisa
dikategorikan dalam muamalah hal syirkah, sesuai pendapat Malikiyah,
syirkah adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang
secara bersama-sama oleh keduanya yakni saling mengizinkan kepada salah
satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya.

sesuai kaidah figiah berikut ini:

Bl Loy 5 sl & el
Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Keridhaan dalam melakukan transaksi internet banking umumnya para
nasabah yang pernah bertransaksi, hal ini menghindari transaksi kepada
seseorang yang belum dikenal ditakutkan terjadi penipuan atau user id
nasabah internet banking di hack oleh seseorang yang tidak berhak. Oleh
karena kaidah figih diatas menjelaskan transaksi internet banking barulah sah
apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan
transaksi.Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan
terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Contoh hilangnya sah dalam
hukum transaksi internet banking bisa terjadi pada waktu deal suatu transaksi
jual beli sudah saling meridhai, tetapi beberapa menit kemudian salah satu
pihak merasa tertipu artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa
batal. Contohnya seperti pembeli buah diluar kota yang belum mengetahui
barang dagangan buah pihak penjual tergesa-gesa deal namun merasa tertipu

karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat sehingga
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merugikan pihak pembeli.Jadi dalam bertransaksi internet banking
diharapkan kejelasan dan para pihak memiliki sikap zuhud, zuhud
dimaksudkan adalah zuhud dalam bertransaksi. Sikap zuhud akan terpancar
keindahan pada diri orang yang alim apabila dalam hidup dan kehidupannya
tercermin lebih mementingkan kampung akhirat dari pada segala kesenangan
dunia, jadi dalam bertransaksi tentu konsisten dan tidak mengingkari
mengutamakan kontribusinya terhadap keadilan dari pada menguntungkan
diri sendiri agar terhindar dari siksa dari Allah dan berharap surga-Nya.
Kesimpulan perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking
di BRI se-Tulungagung dalam perspektif hukum Islamtidak ada dalil yang
mengharamkan pelaksanaan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama
tidak ada tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam hukum
Islam. Bila dianalogikan perlindungan hukum sudah sesuai dengan konsepsi

hukum Islam dalam akad Syrikah.



